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(7) Penundaan pembayaran TPP bagi Pejabat wajib lapor LHKPN

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaporan setelah tanggal 31 Maret bagi wajib lapor

LHKPN dengan status laporan periodik;

b. pelaporan setelah 3 (tiga) bulan dari TMT dilantik bagi

wajib lapor LHKPN dengan status laporan khusus;

c. setelah wajib lapor LHKPN melaporkan LHKPN, TPP dapat

dibayarkan.

Pasal n 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

Diundangkan di Madiun 
p da tanggal 2 9 Ju 1 i 2 O 2 1 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

D . AHSAN SRI HASTO 

P mbina Utam uda 

NIP. 19680 09 198809 1 002 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 
TAHUN 2021 NOMOR 38/G 

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal 2 9 Ju 1 i 2 O 2 1

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd. 
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